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MOTTO

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa
yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya

ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”  (Al-Baqarah: 256).

J:P')%bﬁ\&p;ﬁldy)duiJﬁwmgb)uﬂt:-"cﬂ‘op

Dari ibn Abbas ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:”Barang
siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia.” (HR. Bukhari).
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ABSTRAK

BASYIR, ABDUL. NIM: 23106002. Konversi Agama dalam Perspektif Hukum
Islam dan HAM. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Al Ahwal Al
Syakhsiyyah Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan 2011.

Wacana tentang hak asasi manusia telah lama dikumandangkan oleh Islam
sejak empat belas abad yang lalu, kemudian wacana tersebut semakin lengkap
dengan dideklarasikannya piagam hak asasi manusia oleh PBB. Salah satu yang
menjadi pembahasan adalah seputar konversi agama yakni kaitannya dengan
kebebasan beragama. Baik Islam maupun HAM sama-sama mengaturnya bahkan
melindungi prinsip kebebasan beragama. Namun ada pandangan yang kontradiktif
antara Islam dengan HAM berkaitan dengan seseorang yang melakukan konversi
agama.

Sekurangnya ada tiga rumusan masalah yang menjadi titik tolak dalam
pembahasan skripsi ini, diantaranya: bagaimana konversi agama menurut hukum
Islam? Bagaimana konversi agama menurut HAM? Bagaimana perbedaan dan
persamaan konversi agama dalam perspektif hukum Islam dan HAM?. Sedangkan
yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi int adalah untuk mengetahui
bagaimana konversi agama menurut hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana

konversi agama menurut HAM, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan
konversi agama menurut hukum Islam dan HAM.

Dalam kajian ini, penulis memilih model penelitian kepustakaan (/ibrary
research) dengan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan dari sifatnya
termasuk penelitian deskriptif-analitis, yakni penelitian yang memaparkan data-
data untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa guna mendapatkan kesimpulan
yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan menggunakan
analisis data induktif sehingga dapat digambarkan dinamika hubungan antara
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Melalui metode ini,
penulis berusaha mempelajari, memahami, mengkaji dan membandingkan
referensi-referensi yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah yang
berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dari Al Qur’an, hadis
serta buku-buku lain yang terkait dengan permasalahan ini.

Sebagai hasilnya setelah mengkaji dari sudut pandang hukum Islam dan
HAM menunjukkan bahwa kebebasan beragama termasuk di dalamnya konversi
agama haruslah dilindungi dan di hormati karena tidak ada paksaan dalam
beragama maupun untuk beribadah menurut kepercayaan dan agama yang
dianutnya karena dijamin oleh Al Qur’an dan Undang-undang HAM.
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A. Latar Belakang
Sebagai suatu agama, Islam adalah rahmat bagi seluruh alam di mana
syariat yang ada bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta,
melainkan juga antar sesama manusia, termasuk problematika hak asasi manusia.
Bagi umat Islam, syariah mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan,
kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak.'
~ Berbagai isu yang ada tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama
merupakan hal yang sangat fundamental untuk kehidupan seseorang. Dalam The
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) kebebasan beragama adalah hak
asasi seseorang termasuk kebebasan untuk berpindah agama (konversi agama).
Yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10
Desember 1948 pasal 18: “Setiap orang .berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan
beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau keyakinan dan
kebebasan untuk menyatakan - agama atau kepercayaannya dalam bentuk
beribadah dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan

orang lain, baik di tempat umum maupun send e

! Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syariah, terj. A. Suaedy dan A. Arrany
(Yogyakarta: LKiS, 1994), him. 61.

?Seperti yang dikutip oleh Ahmad Choirul Rofiq dalam Fenomena Murtad dalam
Masyarakat Islam Awal; http:www.un.org, http://www.religlaw.org dan Baharuddin Loppa, Al
Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia (J gkarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 84.



Begitu pula dalam Islam, kebebasan beragama telah dijamin oleh Sang
Khalik di berbagai kalam-Nya yang termaktub dalam Al Qur’an, Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kebebasan beragama bila dilihat sejalan
dengan aturan Islam, namun ketika dicermati lebih lanjut ada permasalahan yang
menurut sebagian umat Islam sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam
yang melarang konversi agama dengan sebutan murtad. 1ni adalah perdebatan
panjang dalam kalangan Islam dalam memaknai teks, konteks, dan realitas umat.
Keberagaman corak penafsiran terhadap teks suci Al Qur'an dan sunah yang ada,
menjadikan Islam begitu beragam untuk dilihat dan dicermati. Teks keagamaan
yang dahulu telah ditafsirkan dan dikodifikasi dalam bentuk hukum-hukum Islam
kini sedikit banyak mengalami perdebatan di kalangan intelektual muslim.”

Dalam Al Qur’an dan uraian tafsir Al Qur’an sering dinyatakan bahwa
Islalﬁ adalah agama yang mengutamakan kelembutan dan anti kekerasan.
Berkaitan dengan kebebasan beragama, banyak ayat dalam Al Qur'an yang
menjelaskan permasalahan tersebut.’ Misalnya, Allah melarang pendakwahan

agama Islam dengan paksaan.

Le
uja.,laJL_,ai:uu ‘;JI : i:ji:;fﬁ g,fT‘_gE[;S'_!HY

* Saifulloh, Hak Asasi Manusia dalam Islam: Studi Terhadap Faham Jaringan Islam
Liberal Tentang Kebebasan Beragama, dalam http://digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.

(Diakses tanggal 20 April 2011).

4 Ahmad Choirul Rofiq, Fenomena Murtad dalam Masyarakat Islam Awal; Al Tahrir,
9, 11, (Juli 2009), him. 147.



Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang
siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka

sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
( Al-Bagarah:256).°

2 b .ﬁ"_ |
Artinya:

“Dan jikalau Tuhan-mu menghendaki, tentulah beriman semua orang

yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa
manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? *

(Yunus:99).°

Adapun kepada agama-agama lain, Allah SWT menyeru kepada mereka supaya

menunjukkan argumentasi yang menjadi pegangan keyakinan mereka.
. ..l A

Artinya:

“Katakanlah: Tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah
orang-orang yang benar” (Al-Baqgarah: 111 )’

> Departemen Agama, 4l Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)
him.63.

S Ibid., him. 322.

"1bid, hlm.30.



.
= 7 -2 2EF c‘ﬂf,#’f -*-:. “ "'-’,': Vgt e el d . T }’-.-
O_v,f:ll.\a.‘:‘_bd;ﬁ| ;J&lﬁg \_J.A_go-_ej:.b; u.a-‘! Jwé’d 9
4 C',.- > - E 3 e - £ . - & e - . £ -~
= s 3T 5558 JeaTE LG TS0 T8a228 ofy sl oy LG 1

Artinya:

“Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan
barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami
telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya
mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka
akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang
menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat
istirahat yang paling jelek.” (Al—-Kahﬁ:29)3

Namun, jika seseorang yang berada di luar Islam tidaklah dipaksa
memeluk Islam. Tetapi apabila dia masuk Islam, maka dia harus tunduk dan patuh
kepada ajaran Islam termasuk kepada hukum riddah atau murtad. Seseorang itu
tidak dibenarkan untuk murtad dengan sewenang-wenangnya, karena atas
tindakannya tersebut dapat mengakibatkan hukum hudud dijalankan atasnya.

Hukumannya tidak lain adalah dibunuh, sesuai dengan hadis Rasululiah SAW:

(Sl ol g 5) 0 5hBB aus s

8 Ibid,, him. 448.



Dari ibn Abbas ra. la berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: "Barang
siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia.” (HR. Bukhari)’

05 J2 ) ks ade oo 1 J gy JB 16 we B o, Bl s 0
(MW ol W J gy s AN Y O gy ek o5
(E-pLQJ'EU .ﬂJL:.“ ,O:!'J.“ L").A J_;U.l_, JJL&L\ ’E;;J‘ ;,.,;Jl_’ ,un.ﬂ.d‘.g L}-.H..J\

Dari Abdullah r.a.: Rasulullah SAW bersabda, “darah seorang muslim
yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa
Aku Rasul Allah tidak boleh ditumpahkan kecuali karena tiga sebab:

nyawa dengan nyawa, orang yang telah menikah dan melakukan zina;

orang yang membangkang (murtad) dari Islam dan meninggalkan umat
muslim”. (H.R. Bukhari)'

Hukum bunuh diberlakukan pula atas orang yang murtad (keluar) dari
Islam, begitu pula budak laki-laki, budak perempuan maupuﬁ orang tua yang telah
lanjut usia, jika ia berakal sehat dan tidak mau bertobat. Akan tetapi wanita hamil
yang murtad tidak dapat dibunuh hingga ia melahirkan bayi yang ada dalam
kandungannya. Jika ia telah melahirkan, maka ia dibunuh bila tidak mau bertobat.
Apabila laki-laki dan perempuan yang murtad enggan kembali kepada keimanan,

maka dapat dibunuh saat itu juga.'’

il

9 Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Jilid 2 (Damaskus: Darul
Ulum Al Insaniyyah, 1993), him. 1012.

10 1pid., Jilid 4, hlm. 2363.

N Ymam Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, terj. M. Yasir Abdul Mutholib, Juz II
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 796-797.



Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi juga menyatakan hal
senada, bahwa orang murtad harus dibunuh. Bahkan kewajiban masyarakat
muslim agar tetap bertahan adalah melawan kemurtadan dalam bentuk apa pun
dan dari mana pun sumbernya. Dan yang sangat berbahaya adalah jika masyarakat
muslim di uji dengan hadirnya orang-orang murtad yang membangkang dan
kemurtadan merajalela, namun tidak ada orang yang melawannya. Memberantas
dan menahan laju kemurtadan individual agar ia tidak menyebar luas dan
merajalela hingga menjadi kemurtadan massal. Karena kobaran api berasal dari
percikan api.”

Tanggung jawab dari kebebasan beragama dan kemerdekaén ini, agar
pilihan-pilihan agama dan keyakinan tersebut menghasilkan suatu tanggung jawab
yang kuat dengan pilihannya tersebut. Setiap orang didorong untuk melaksanakan
ajaran agamanya dengan murni dan konsekuen, tanpa mencampuradukkan satu
ajaran agama dengan agama yang lain atau satu keyakinan dengan keyakinan yang
lain.

Tampak adanya kontradiksi antara UDHR dengan prinsip-prinsip Islam.
Di dalam Islam, memang tidak boleh ada pema_ksaan atas seseorang dalam
memilih suatu ajaran agama (Q.S. Al Bagarah: 256), tapi manakala seseorang
telah menyai:akaﬂ diri sebagai penganut Islam (muslim) maka di atas pundaknya
terpukul kewajiban untuk memelihara akidah dan syariat Islam. Apabila suatu saat

ia pindah ke agama lain maka ia dihukum sebagai murtad. Maka pasal 18 UDHR

2 yusuf Qardhawi, Hukum Murtad; Tinjauan Al Qur’an dan Sunah (Jakarta: Gema
Insani Press, 1998), him. 51.



tersebut pada sisi lain melegalisir dan memberi peluang untuk terjadinya

pemurtadan pada seorang muslim."

Dalam Islam sendiri yang hampir menjadi konsensus di antara para ahli
hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati. Namun
demikian pelakunya tidak serta merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya untuk
menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam."* Namun kebalikan dari
hukum Islam, dalam UDHR orang yang pindah dari satu agama ke agama lain
atau dari satu kepercayaan ke kepercayaan yang lain tidak mendapat sankst apa
pun bahkan dijamin dan dilindungi. Karena memilih agama atau keyakinan

merupakan hak asasi tiap individu dan tidak layak untuk dipaksa apalagi dijatuhi

- hukuman.

Di sinilah terletak perbedaan antara hukum Islam dengan UDHR.
Dengan adanya kontroversi inilah maka tidak semua negara yang tergabung dalam
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menerima konsep-konsep HAM itu
secara total. Lebih-lebih lagi negara-negara muslim dan yang menjadikan Al
Qur’an dan Hadis sebagai dasar negaraﬂyaﬂ15

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin memberikan gambaran
dan mengungkap lebih lanjut pandangan Islam scbagai agama tavhid dan hak
asasi manusia seputar konversi agama. Tenﬁnya dasar pijak dan acuan antara

keduanya berbeda. kebebasan beragama dalam konteks hak asasi manusia

13 Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan
Perbedaan Antara Islam dan Barat (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. xx.

4 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Yakarta: Gema Insani Press, 2003)
hlm. 32.

15 Kosasih, HAM..,him. xx.



perspektif internasional adalah termasuk kebebasan untuk berpindah agama dan
wajib dilindungi. Berbeda dengan konstitusi hak asasi manusia pandangan Islam
vang melarang berpindah-pindah agama dengan hukum murtad, pelakunya pun
wajib dihukum mati, Oleh karena itu, meka penulis memberi judul skripsi

“Konversi Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM?”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan
pokok permasalahan:
1. Bagaimana konversi agama menurut hukum Islam?
2. Bagaimana konversi agama menurut HAM?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan konversi agama

menurut hukum Islam dan HAM?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui konversi agama menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konversi agama mepurut HAM.

3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konversi agama

menurut hukum Islam dan HAM.



Kegunaan Penelitian
1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum
Islam dan bagi peminat atau pengkaj keilmuan agar
semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam.
2) Secara praktis berguna untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S.1)

pada jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis menemukan beberapa penelitian yang
sudah terlebih dahulu dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh Ahmad
Choirul Rofiq dalam artikelnya Fenomena Murtad dalam Masyarakat Islam Awal,
beliau menjelaskan awal mula terjadinya perang riddah yang terjadi pada masa
Abu Bakar, yang tidak hanya sekadar masalah agama saja tapi sudah merambah
ke masalah politik, yakni menyangkut stabilitas negara pada waktu itu.

Alasan keagamaan bertolak dari pelanggaran para pelaku riddah yang
tidak menunaikan kewajiban zakat dan pernyataan mereka yang
memproklamirkan diri sebagai nabi. Alasan politik dikarenakan dahsyatnya
ancaman golongan riddah terhadap stabilitas pemerintahan Abu Bakar. Alasan
kedua inilah yang nampaknya lebih dominan dalam penentuan politik Abu Bakar.
Berkaitan alasan politik yang lebih menonjol daripada alasan keagamaan, maka

pada dasarnya peristiwa perang riddah sesungguhnya sama sekali tidak



bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang terkandung di dalam
ajaran Islam'®. '

Kemudian Aksin Wijaya dalam artikelnya Kebebasan DBeragama
(perspektif UUD 1945 dan Piagan Madinah), menjelaskan tentang perbedaan dan
persamaan antara keduanya dalam membahas tentang isu kebebasan beragama.
Dilihat dari kandungan kedua konstitusi, UUD 1945 tampaknya lebih bersifat
doktriner dan formalis daripada Piagam Madinah yang bersifat liberal-humanis,
terutama menyangkut pandangan keduanya tentang kebebasan beragama. Apa
yang ada pada UUD 1945 masih membuka peluang kemungkinan timbulnya
konflik antar umat beragama, antar intern agama dan antar penganut agama
dengan pemerintah, sebab paham “kebertuhanan™ masih kental daiam kehidupan
bernegara. Sementara itu, pada Piagam Madinah peluang itu tidak ada karena

dasar bernegara adalah “rasa kebangsaan”."’

Dalam buku karangan Tri Wahyu Hidayati yang berjudul Apakah
Kebebasan Beragama Sama dengan Bebas Pindah Agama, di] elaskan bahwa pada
masa awal Islam agama dan negara merupakan satu kesatuan, yang
mengakibatkan sescorang yang keluar dari agama Islam berarti ia berkhianat
kepada negara, sehingga harus dihukum mati. Namun, hal tersebut tidak bisa

| diterapkan pada masa sekarang, karena perbedaan sistem bernegara yang dipakai
cenderung menganut Nation-State (Negara-Bangsa) yang menghendaki adanya

pemisahan antara agama dengan negara. Selain ifu, dibahas juga mengenai

16 Rofiq, Fenomena.., him. 161-162.

17 Aksin Wijaya, Kebebasan Beragama (Perspektif UUD 1945 dan Piagam Madinah);
Dialogia (STAIN Ponorogo, Desember 2006), him. 51.
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undang-undang selain UDHR sebagai reakst dari negara muslim terutama anggota
OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang merasa keberatan dengan beberapa pasal
dalam UDHR tersebut, sehingga mendorong munculnya deklarasi hak asasi
manusia versi Islam, seperti Universal Islamic Declaration of Human Righits
(UIDHR) dan Cairo Declaration of Human Rights (CDHR) yang berlandaskan
pada syariat Islam."®

Dalam Skripsi karya Ade Irma Suryani, Reinterpretast Hukuman bagi
Pelaku Riddah dalam Perspektif Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.”” Di
jelaskan dalam skripsi tersebut bahwa menurut Ulama’ kontemporer hadis tentang
keharusan dihukum matinya orang murtad adalah hadis yang secara sanad
(transmisi) lemah, meski terdapat dalam buku kumpulan hadis Imam Bukhan.
Selain itu, jika dibandingkan dengan Al Qur’an, maka hadis tersebut bertentangan
dengan ayat-ayat Al Qur'an yang mengakui kebebasan beragama. Bahkan
dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 137, meskipun kemurtadan dikecam, tetapi dijelaskan
adanya perilaku seorang yang murtad yang mengulangi perbuatannya setelah
kembali pada Islam. Dalam ayat ini juga tidak disebut bahwa pelakunya harus

dihukum mati.*’

T —

'® Tyi Wahyu Hidayati, Apakah Kebebasan Beragama Sama dengan Bebas Pindah
Agama (Surabaya: JP Books, 2008), him. 143.

19 aAde Irma Suryani, Reinterpretasi Hukuman bagi Pelaku Riddah dalam Perspektif

Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi Sarjana Hukum Islam ( Pekalongan: Perpustakaan
STAIN, 2010), him. 67-68.

A0 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna (Yogyakarta: Tiara Wacana,
1999), him. 36.
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Selain itu, alasan lainnya adalah sebagaimana dijelaskan ilmu kritik

hadis, hadis di atas tampaknya harus dikritisi, selain lewat Al Qur’an, juga lewat:

a. hadis fi'li (perbuatan Nabi) di mana Nabi tidak pernah menghukum mati
seseorang karena menukar keamanannya semata.

b. Deklarasi HAM (Hak Asasi Manusia) universal yang dikeluarkan PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai hukum internasional yang
berlaku sekarang. Dalam Pasal 18, kebebasan beragama diakui dan
dijamin. Saat ini, Deklarasi HAM tersebut bahkan telah menjadi bagian
dari sistem hukum nasional, sebagaimana terlihat dalam UU HAM

Nomor. 39 Tahun 1999.*

Riddah dan problem kebebasan beragama menjadi relevan untuk dikaji
saat dikaitkan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam literatur fikih, riddah
termasuk tindakan pidana hudud yang harus dihukum mati, yang didasarkan pada
hadis Nabi. Selain itu, riddah juga mempunyai implikasi hukum yang lain, tidak
hanya terhapusnya segala amal perbuatannya (sepert! yang termaktub dalam Al
Qur’an) juga akan menerima konsekuensi hukum yang lain, seperti putusnya tali

perkawinan, hilangnya hak kewarisan, dan kewenangan menjadi wali.

Tentunya di era modern ini, doktrin tersebut mengandung problem untuk
bisa diterapkan. Dalam wacana HAM, tindakan seseorang untuk keluar dari satu

agama ke agama lain atau konversi agama dianggap sesuatu yang wajar dan

21 Harun Nasution, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1975), him. 59.
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merupakan salah satu bentuk dari kebebasan manusia, termasuk untuk beribadah
menurut yang diyakininya. Dan hal ini secara resmi diakui dalam UDHR pasal 13;
“Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan beragama; hak ini
meliputi kebebasan berganti agama atau keyakinan dan kebebasan untuk
menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadah dan
menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain,

baik di tempat umum maupun tersendiri”.*

Berangkat dari kenyataan di atas, terlihat saling kontradiktif antara
hukum Islam dan HAM. Bahwa Al Qur’an sangat menjunjung tinggi HAM dan
mengakui prinsip kebebasan beragama. Di sisi lain, mengancam seseorang yang
keluar dari agama Islam, ditambah lagi penjatuhan hukuman mati bagi orang
murtad. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip HAM, yang menyatakan
konversi agama sebagai suatu pengalaman keagamaan, dianggap sebagat suatu hal
yang wajar dalam wacana HAM. Sedangkan negara-negara Islam yang kurang
sepakat dengan konsep HAM, membuat undang-undang HAM versi Islam, yakni
UIDHR dan CDHR, yang juga mengakui kebebasan beragama, namun tidak

menyebutkan berpindah agama dalam kategori kebebasan beragama.

Kesenjangan inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji riddah
dalam pandangan Islam dan membandingkannya dengan konversi agama dalam

wacana HAM, termasuk konteks sosio-historis yang melingkupinya.

D

= Deklarasi Universal ~ Hak-hak  Asasi  Manusia, dalam
http://products.foxitsoftware.com/rms/. (diakses tanggal 29 Oktober 2011).
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E. Kerangka Teori

Dari tinjauan teori di atas, maka dapat di bangun suatu kerangka teori
bahwa kebebasan untuk memeluk suatu agama pada hakekatnya adalah hak tiap
individu termasuk umat Islam sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Al Qur’an menyebutkan La ikra ha fiddin (tidak ada paksaan dalam beragama).

Menurut M. Quraisy Shihab, dalam Islam kebebasan meliputi kebebasan
beragama dan kebebasan berpikir. Kebebasan beragama adalah kebebasan paling
fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Wajar jika dalam Al
Qur’an kebebasan beragama dijamin. Lihat Q.S. Al-Kahfi: 29, Q.S. Al-Bagarah:
256, Q.S. Al-Kafirun: 1-6, dan Q.S. Yunus: 99. Daﬁ dalam Q.S. Al-Kahfi: 29 itu
disebutkan: "Barang siapa yang mau beriman berimanlah, dan barang siapa yang
mau kufur (ingkar atau ateis), kufurlah". Tidak berlebihan bila dikatakan Islam
bukan saja mengakui kebebasan beragama, tetdpi juga ateisme, selama tidak
mengganggu ketertiban umum. Hal ini bukan saja karena berdasarkan ayat
tadi, tetapi karena juga kebebasan (kemerdekaan memilih), termasuk di dalamnya
kebebasan beragama. Ajaran agama yang merupakan ajaran paling benar ternyata
tidak dipaksakan. Rasqlullah SAW sendiri selalu diingatkan bahwa tugasnya
hanya menyampaikan pesan Tuhan dan tidak berhak memaksa seseorang untuk

beriman dan m1ls.',ngikutililj,ra.?‘3

Bahkan, menurut Nurcholish Madjid, berdasarkan kredo utama Islam

yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, dalam perspektif Islam, problem utama

2 Masykuri Abdillah, Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif
Sejarah dan Demokrasi Modern (Jakarta: Tashwirul Afkar, 2000), him. 27.
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manusia bukanlah ateisme, melainkan politeisme atau syirik. Yaitu problem
kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan kepercayaan kepada wujud lain
vang dianggap bersifat ketuhanan atau ilahi, meski lebih rendah daripada Tuhan
‘tu sendiri. Oleh karena itu, dalam Al Qur’an sedikit sekali membicarakan

ateisme, mengingat hidup tanpa kepercayaan adalah kemustahilan.”’

Selain pemahaman terhadap ayat eksklusivisme [slam di atas, problem
lainnya yang menyulitkan saat Islam dikaitkan dengan kebebasan beragama
adalah Hadis Nabi riwayat Bukhari: "Barang siapa yang mengganti agamanya,
maka bunuhlah". Berdasarkan hadis inilah, dalam hampir semua buku fikih
dijelaskan bahwa pelaku murtad (berpindah agama dari agama Islam yang dianut
pada agama apa saja), meskipun seorang perempuan, harus dihukum mati.
Namun, eksekusi hanya bisa dilakukan, setelah mereka diminta untuk melakukan

tobat. Sebab itu, persoalan ini harus dianalisis lebih lanjut.® Allah SWT

berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 :

-

7 AT ma N A - o - Y SP A
| phrs cosnlally 52850 b (401 G AEHT IS B ol 3005

Artinya:
“Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan
yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang
ingkar kepada thaghut dan  beriman kepada Allah, maka

24 Abdul Mugsith Ghazali, Perspektif Al Qur’'an Tentang Pluralitas Umat Beragama
(Jakarta: UIN Jakarta, 1997), hlm. 51.

25 Nasution, Hak-hak Asasi.., him. 78.
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sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat
yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”. (Al-Baqgarah: 256) =

Dalam penafsiran ayat tersebut di atas, bahwa sebab turun ayat tersebut sebagai
berikut :

1. Diriwayatkan dari Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Hibban, Tbnu Jarir dari
Ibnu Abbas. Diceritakan, ada seorang perempuan yang tidak memiliki
anak. Ia berjanji pada dirinya bahwa sekiranya ia mempunyai anak, maka
anaknya akan dijadikan seorang Yahudi. Ja tidak akan membiarkan
anaknya memeluk agama selain Yahudi. Dengan latar itu, ayat mi turun
sebagai bentuk penolakan terhadap adanya pemaksaan dalam agama.

2. Avyat itu terkait dengan peristiwa seorang laki-laki Anshar, Abu Husnain.
Diceritakan, Abu Husnain adalah seorang muslim yang memiliki anak
Kristen. Ia mengadu kapada Nabi, apakah dirinya boleh memaksa dua
anaknya masuk Islam, sementara anaknya cenderung kapada Kristen. Ia
mengadukan kepada Nabi, apakah dirinya akan membiarkan mereka
masuk neraka. Dengan kejadian tersebut, turun firman Allah tadi yang
melarang pemaksaan dalam urusan agama.

Setelah mengetahui sebab turunnya ayat di atas, memang benar bahwa untuk
memeluk agama itu perlu kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Tidak

ada agama dengan paksaan sebagaimana tidak ada cinta dengan paksaan. “!

ikl T T e S T L

2% Departemen Agama, Al Qur’an.., him. 63.

27 Nourrouzzman Shiddigi, Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya (Y ogyakaria:
1997), him. 78.
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Begitu pun terdapat dalam beberapa buku lainnya, diantaranya karya
Abdullahi Ahmed An-Na’im “Dekonstruksi Syariah” beliau menyoroti tentang
pelaksanaan hukuman yang terkesan kejam dan tidak manusiawi. Menurutnya
pelaksanaan hukuman-hukuman itu tampaknya menjadi prioritas utama umat
Islam pendukung penerapan syariah secara tuntas dan segera, namun ada beberapa
problem serius yang menyangkut identifikasi dan definisi pelanggaran ini. Seperti
riddah walaupun dikecam oleh Al Qur’an dengan kata-kata yang paling keras,
namun Al Qur’an tidak menetapkan hukuman apa pun bagi pelaku riddah.

Tetapi mayoritas ahli hukum muslim mengklasifikasikan riddah sebagai
had yang bisa dihukum mati seperti disebut dalam sunah. Klasifikasi seperti itu
melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung oleh Al Qur’an dalam

sejurnlah ayat. Menyandarkan pada otoritas Al Qur'an yang lebih tinggi bagl

kebebasan hati nurani dan membantah bahwa sunah yang ada menjatuhkan pidana
mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan beberapa penulis
muslim modern yang berpendapat bahwa riddah bukanlah had.”®

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam salah satu bukunya “Islamku
Tslam Anda Islam Kita” memberikan gambaran bahwa banyak negeri-negeri
muslim yang telah melakukan ratifikasi atas Deklarasi Universal HAM, yang
dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. |
Dalam Deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak
Asasi Manusia. Padahal fikih atau hukum Islam sampai hari ini masih berpegang

pada ketentuan bahwa berpindah agama dari agama Islam ke agama lain adalah

G — P

2 An-Na'im, Dekonstruksi Syariah, him. 207.
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tindak kemurtadan (apostasy), yang patut dihukum mati. Oleh karena 1tu, menurut
Gus Dur mau tak mau kita harus menemukan mekanisme untuk mengubah
ketentuan fikih atau hukum Islam, yang secara formal sudah berabad-abad di
ikuti.*’

Memeluk suatu agama merupakan fitrah manusia. Oleh karena iu, agama
wajib dipelihara oleh setiap orang baik akidahnya, ibadahnya maupun
muamalahnya. Sehingga sangatlah tepat bila pemeliharaan agama (hifd ad-din)
menempati urutan pertama dala tingkatan lima prinsip kaidah yurisprudensi Islam
(kullivat al-khams). Prinsip kebebasan, toleransi, dan persamaan merupakan
prinsip Islam. Prinsip-prinsp tersebut merupakan penghargaan Islam terhadap
HAM.

Letak kontroversi konsep riddah dalam Islam dengan konversi agama
dalam HAM adalah pada pemberlakuan hukuman mati. Padahal HAM mengakui
konversi agama sebagai suatu hak yang harus dihargai dan dilindungi.
Pemberlauan hukuman mati lebih didasarkan pada hadis Nabi, karena Al Qur’an
tidak berbicara tentang hukuman duniawi bagi orang yang keluar dari agama
Islam.

Dengan demikian, upaya penafsiran kembali terhadap ayat-ayat riddah
peﬂu dilakukan dengan penelusuran kembali keabsahan hadis tentang hukuman
mati bagi pelakunya, disamping itu, pelacakan latar belakang sosio-historis ketika

hukuman mati tersebut dilakukan.

2 Abdurrahman Wahid, Islamky, Islam Anda, Islam kita (Jakarta: The Wahid Institute,
2006), him. 122.
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Berpijak pada teori-teori di atas, penelitian ini berupaya menemukan
titik temu antara dua kutub yang saling kontradiktif. Sebagai bahan
pertimbanagan, bahwa konsep HAM itu sendiri berkembang sesuai dengan
tuntutan zaman. Sedangkan agama Islam yang menjunjung tinggi HAM,
merupakan nilai-nilai universal yang tidak mungkin bertentangan dengan HAM

yang selama ini didengungkan apabila dipahami secara utub.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan metode kajian pustaka

(Library Research), yaitu dengan mengumpulkan, memilih dan mengkaji secara
kritis bahan-bahan bacaan dan referensi yang berkaitan dengan penelitian atau
literatur lainnya yang berbentuk dokumentasi (berupa bahan tertulis).*’Dengan
menggunakan pendekatan normatif, sedangkan dari sifatnya termasuk penelitian
deskriptif-analitis, yakni penelitian yang memaparkan data-data untuk kemudian
dianalisis sedemikian rupa guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.*"

2. Sumber Data

Dalaﬁ penelitian ini sumber data yang dipakai ada dua, yakni primer dan

sekunder.

3 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1998), him.30.

3! Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), him. 37-38.
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1) Sumber Data Primer adalah sumber data utama yang dikaji berkaitan .

dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya:
Al Qur’an; Kitab Hadis Sh&hih Al Bukhari karya Imam Bukhari; Hukum
Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslih; Syura: Tradisi, Partikularitas,
Universal karya Muhammad Abed Al Jabiri, dan Islamku Islam Anda
Islam kita karya Gus Dur.

7) Sumber Data Sekunder adalah sumber data pendukung yang berkaitan
dengan permasalahan tersebut baik langsung maupun tidak langsung, yaitu
buku-buku yang berkaitan dengan judul di atas seperti:

HAM dalam Perspektif Islam karya Ahmad Kosasih; Dekonstruksi Syariah
karya Abdullahi Ahmed An Na’im; Pendidikan Kewargaan (Civic
Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani karya
Dede Rosyada dkk, dan buku-buku umum lainnya, jurnal penelitian,
internet dan sumber lain yang bersangkutan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik stud:
dokumenter, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi
dan klasifikasi batas-batas tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian,
baik dari sumber dokumen maupun b;Jkuﬂbuku, artikel, internet, dan Jain-lain®>
4. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yakni berangkat dari

pengetahuan yang bersifat umum untuk kemudian menilai dari sudut yang bersifat

32 Nawawi, Metode Penelitian, hlm. 95.
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khusus.”™ Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kritis-objektif guna
dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmah.

. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan
mengenai skripsi ini, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang antara
satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan. Maka disusunlah sistematika
penulisan sebagat berikut:

Bab I Dalam bab ini akan diawali dengan pendahuluan yang berisi
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teor1, metode penelitian dan sistcmaﬁk.ﬁ penulisan.

rBab [I. Selanjutnya dalam bab kedua ini akan dibahas tentang konversi
agama dalam perspektif hukum Islam yang meliputi tentang riddah: pengertian
riddah, dasar hukum riddah, unsur-unsur riddah dan hukuman riddah. Pelaku
riddah {murtad) dan akibatnya,

Bab III. Adapun konversi agama dalam perspektif HAM akan dibahas
dalam bab ketiga ini. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan hakikat HAM,
sejarah dan perkembangan HAM, HAM dalam perdebatan: antara universalitas |
dan partikular. Dan konverst agama dalam pandangan HAM yang meliputi faktor-
faktor penyebab konversi agama, jaminan kebebasan beragama dalam Universal

Declaration of Human Right (UDHR).

** Winarno Surshman, Pengantar Penelitian limiah (Bandung: Tarsito, 1992), him.
202.
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Bab IV. Selanjutnya dalam bab keempat ini akan dijelaskan tentang
analisis terhadap konversi agama dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Yang
meliputi tentang hukuman riddah atau konversi agama perspektif hukum Islam
dan HAM, kebebasan adalah satu hal dan murtad adalah hal lain, HAM dan
perlunya pembaruan fikih, serta perbedaan dan persamaan konversi agama

menurut hukum Islam dan HAM.

Bab V. Akhirnya sampai kepada bab kelima yang merupakan penutup
yang meliputi kesimpulan dan saran. Selain itu sebagai kelengkapa dari skripsi ini

terdapat daftar pustaka.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan di atas tentang konversi agama dalam

perspektif hukum Islam dan HAM. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Islam sebagai suatu agama yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia sangat menghargai kebebasan beragama. Al Qur’an telah
menjamin kebebasan beragama dalam berbagai ayatnya. Namun,
bila seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ia
haruslah konsisten atas pilihannya. Karena di pundaknya telah
terpikul kewajiban untuk memelihara akidah dan syariat Islam.
Apabila ia berpindah ke agama lain, maka ia dihukum sebagai
murtad atas tindakannya melakukan jarimah riddah. Hukuman bagi
jarimah riddah terbagi menjadi tiga, yaitu: hukuman pokok, yakni
dengan hukuman mati bila ia tidak mau bertobat dan kembali kepada
Islam. Hukuman pengganti, yakni dengan hukuman takzir meliputi:
hukuman jilid (cambuk), penjara, atau denda, atau cukup dengan
dipermalukan (taubikh). Hukuman tambahan, yakni penyitaan atau
perampasan harta dan berkurangnya melakukan fasarruf. Serta harus

menerima konsekuensi 1ai'15, seperti bantalnya perkawinan, tidak
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berhak menerima warisan, gugur hak perwalian dan pengasuban

anak dan di akhirat akan murka dan siksa dari Allah.

. Beragama merupakan hak setiap orang yang telah dijamin dan

dilindungi baik oleh undang-undang negara maupun undang-undang
HAM. Hal ini secara jelas tercantum dalam pasal 18 UDHR.
Sehingga penjatuhan sanksi kepada orang yang melakukan konversi
agama bukanlah hak manusia. Karena hubungan antar manusia
didasarkan atas prinsip saling menghormati, bukan saling
meniadakan. Manusia mempunyai kebebasan penuh untuk memilih
keyakinan apa atau agama apa yang akan dianutnya, termasuk bila ia
akan melakukan konversi agama. Karena hal itu merupakan hak
pribadi yang harus dihormati oleh siapa pun. Dalam kerangka nurani
dan kebebasan, motif seseorang untuk berpindah agama untuk
mencari kebenaran sejati, merupakan suatu hal yang wajar terjadi
pada setiap pemeluk agama. Apalagi pada kenyataannya, banyak
orang memeluk agama lebih karena pengaruh keturunan atau
lingkungan. Inilah yang memunculkan pemikiran, bahwa konversi
agama merupakan tindakan yang dibolehkan karena pada dasarnya
seseorang bebas menentukan keyakinan;lya berdasar pilthannya yang
bebas. Konversi agama sebagai salah satu pengalaman keagamaan,
dianggap sesuatu yang wajar dalam wacana HAM. Apalagi dikaitkan
dengan prinsip kebebasan beragama yang diakui sebagai salah satu

hak dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konversi




agama merupakan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelakunya sendiri. Oleh karena itu, konversi agama bukanlah suatu
masalah dalam pandangan HAM. Dengan demikian, adalah hak
seseorang untuk berpindah agama selama kebebasan itu didasarkan

atas kebebasan berkehendak.

. Bila diperbandingkan antara konsep riddah dalam Islam dan

konversi agama dalam HAM, terdapat perbedaan dan persamaan di
antara keduanya. Perbedaannya meliputi: Perfama, dalam Islam,
orang vang melakukan konversi agama (murtad) dianggap
melakukan tindakan hudud yang layak dijatuhi sanksi berat, yakni
hukuman mati. Sedangkan menurut HAM seperti yang tercantum
dalam pasal 18 UDHR menyatakan, bahwa seseorang bebas tanpa
paksaan untuk memilih agama atau keyakinannya tanpa ada paksaan
dari pihak mana pun termasuk bebas untuk berganti agama. Kedua,
perbedaan sumber antara hukum Islam dan HAM. Dalam hukum
Islam pelaku riddah dikenai sanksi berupa hukuman mati, hal ini
berdasarkan hadis dan ketentuan fikih. Hal ini berbanding terbalik
dengan konsep HAM yang melindungi bahkan menjamin seseorang
untuk berpindah agama. Karena berdasarkan pemikiran filosofis,
beragama merupakan hak individu yang tidak boleh dicampuri.
Ketiga, hak dalam Islam hanya sebuah titipan dari Tuhan kepada

manusia, oleh karena itu, HAM Islam bersifat teosentris. sedangkan
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hak versi barat, manusia dianggap sebagai pemilik sepenuhnya hak,
karena bersifat antroposentris.

Sedangkan persamaannya meliputi: pertama, antara Islam dan HAM
sama-sama melindungi dan menjamin kebebasan beragama, maka
masing-masing pemeluk agama dituntut untuk bersikap toleran
terhadap agama lain, sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan
beragama. Kedua, sama-sama tidak membenarkan adanya
pemaksaan dalam beragama, karena hal itu merupakan urusan
pribadi seseorang dengan Tuhannya. Tidak ada paksaan bagi non-
muslim untuk memeluk agama Islam, begitu pun sebaliknya. Ketiga,
keduanya memberi jaminan dan kebebasan bagi seseorang dalam
beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, selama tidak
mengganggu peribadatan orang lain. Keempaf, antara Islam dan
HAM, sama-sama menekankan terhadap perlindungan hak asasi

manusia. Yang dalam Islam dikenal dengan lima prinsip kaidah

yurisprudensi Islam (kulliyat al-khams) dan HAM dengan UDHR-

~ nya. Kelima, konsep HAM pada dasarnya sama dengan konsep Islam

sejak ratusan tahun lalu, hanya saja dasar pijak yang dipakai
keduanya berbeda, termasuk di dalamnya tentang kebebasan

beragama.
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B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1)

2)

3)

Berangkat dari perbedaan makna dan perspektif di atas, pelaksanaan HAM
tidak dapat dipisabkan dari pengaruh latar belakang sosio-historis yang
melingkupinya. Untuk itu suatu negara tidak perlu memaksakan
kehendaknya mengenai suatu konsep yang ada pada negara lain, karena
pada dasarnya prinsip HAM sangat untversal.

Kaitannya dengan konversi agama, sebaiknya dilihat dulu motif apa yang
melatarbelakangi seseorang melakukannya, jangan langsung dijatuhi
hukuman, karena jika hal itu dilakukan maka termasuk pelanggaran
terthadap hak kebebasan beragama yang dilindungi baik oleh Islam
maupun HAM. |

Upaya-upaya kreatif sangat diperlukan sehingga kemungkl;nau umat Islam
dapat melaksanakan syari’at tanpa harus melanggar HAM, juga

sebaliknya, menjunjung tinggi HAM tanpa harus melanggar syar1’at.

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya penulisan

skripsi ini kiranya Allah SWT memberikan nidha-Nya, semoga bermanfaat. Amin.
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